PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN KLINIK KONSULTASI KEUANGAN GAMPONG

Menimbang :

Mengingat

PADA INSPEKTORAT KOTA LANGSA
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

a. bahwa dalam rangka reformasi birokrasi perlu dilakukan

penguatan pengawasan dengan meningkatkan Kkapasitas,
peran dan layanan APIP yang salah satunya memberikan
deteksi dini dan peringatan terhadap potensi penyimpangan
dan konsultasi dalam perspektif pengawasan keuangan
Gampong;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik

dan bersih di lingkungan Pemerintahan Gampong terhadap
pengelolaan keuangan Gampong dalam wilayah Kota Langsa,
dipandang perlu membentuk Klinik Konsultasi Keuangan
Gampong pada Inspektorat Kota Langsa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan
Peraturan Walikota Langsa tentang Pembentukan Klinik
Konsultasi Keuangan Gampong Pada Inspektorat Kota
Langsa;

1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan

Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4110};

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

.Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang ...



6.

10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4633};

.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambzhan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturah Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa Kkali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatn dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembharan Negara Republik Indonesia Nomor
5864};

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah
Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

15. Peraturan ...



Menetapkan :

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46
Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;

16. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Gampong-Gampong dalam Kota Langsa
(Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 188)
sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor
4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Qanun Kota Langsa
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Gampong-
Gampong dalam Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa
Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Langsa Nomor 273);

17.Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa
(Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2016 Nomor
614);

18. Peraturan Walikota Langsa Nomor 31 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Gampong (Berita
Daerah Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 547);

19. Peraturan Walikota Langsa Nomor 41 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Daerah Kota Langsa
Tahun 2015 Nomor 564);

20. Peraturan Walikota Langsa Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan
Kewenangan Lokal Berskala Gampong Di Kota Langsa (Berita
Daerah Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 579);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PEMBENTUKAN
KLINIK KONSULTASI KEUANGAN GAMPONG PADA
INSPEKTORAT KOTA LANGSA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

. Daerah adalah Kota Langsa.

. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.

. Walikota adalah Walikota Langsa.

. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Langsa.

. Inspektur adalah Inspektur Kota Langsa.

. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya
disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah vang mempunyai
tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, yang terdiri
dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),
Inspektorat Jendral (Itjen)/Inspektorat Utama (Ittama)/
Inspektorat Pemerintah Provinsi, dan Inspektorat Pemerintah
Kota Langsa.
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BAB 1I
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Klinik Konsultasi Keuangan
Gampong pada Inspektorat Kota Langsa.

BAB IlI
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan pembentukan klinik konsultasi keuangan

gampong pada Inspektorat adalah :

a. meningkatkan upaya pencegahan terjadinya penyimpangan
dalam penyelenggaraan urusan di lingkungan Pemerintahan
Gampong dalam wilayah Kota Langsa;

b. mendorong Pemerintahan Gampong dalam wilayah
Pemerintahan Kota Langsa selalu proaktif dalam upaya
pencegahan terjadinya penyimpangan;

. meminimalkan temuan pemeriksaan; dan

. meningkatkan kapabilitas Inspektorat selaku APIP di
lingkungan Pemerintah Daerah.
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BAB IV
KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 4

Klinik konsultasi keuangan gampong pada Inspektorat
berkedudukan sebagai pelaksana pelayanan klinik konsultasi
dalam rangka mempercepat penguatan pengawasan dan
menunjang operasional pengawasan di Pemerintahan Gampong
dalam wilayah Kota Langsa.

Pasal 5

Klinik konsultasi keuangan gampong pada Inspektorat
mempunyai fungsi pelaksana kegiatan pelayanan penunjang
pengawasan, dan pelayanan konsultasi upaya preventif.

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5, Klinik konsultasi keuangan gampong pada Inspektorat
mempunyai tugas :

a. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi
dan melaporkan kegiatan klinik konsultasi keuangan
gampong;

b. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan
serta petunjuk teknis sesuai bidang pelayanan klinik
konsultasi keuangan gampong;

¢. melaksanakan pengawasan di Gampong; dan

d. melaksanakan ketatalaksanaan pelayanan klinik konsultasi
keuangan gampong.

BABV ...



BAB YV
SUSUNAN PERSONALIA

Pasal 7
Susunan Personalia Klinik Konsultasi Keuangan Gampong pada
Inspektorat ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 18 September 2017 M
27 Dzulhijjah 1438 H

%‘}/aq - WALIKOTA LANGSA, [7°

[ USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 18 September 2017 M
27 Dzulhijjah 1438 H
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